
 

BUPATI SERANG 
 

PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR 26 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 47 TAHUN 2012 
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SERANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati 
Serang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang 
Bupati dan Wakil Bupati berwenang menandatangani 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
 

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Bupati 

dan Wakil Bupati dan belum adanya Wakil Bupati maka 
perlu melakukan penyesuaian kewenangan 
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibahdan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Serang; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu merubah 
Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang…………….. 

 
 



- 2 - 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomer 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4456); 

 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sitem 
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4535); 
 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-UndangNomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 

 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067); 
 

13. Undang-Undang………….. 
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5169); 
 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

17. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2009 Nomor 736); 
 
 
 

22. Peraturan………….. 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang Tahun 2011 Nomor 820); 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2014 Nomor 01); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011tentang 
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2014 Nomor 02); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2013 Nomor 9). 

 

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-4601  
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati 
Serang Provinsi Banten. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 47 TAHUN 

2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
SERANG. 

 

 
Pasal I………… 
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Pasal I 

 
Ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, dalam Pasal 
15 ayat (4) huruf a, dan huruf b diubah serta huruf c dihapus, sehingga 
keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 15 

 
(1)  Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 

bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah. 

 
(2)  NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

ketentuan mengenai: 
 

a.  pemberi dan penerima hibah; 

b.  tujuan pemberian hibah; 

c.  besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d.  hak dan kewajiban; 

e.  tatacara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f.  tatacara pelaporan hibah. 

 
(3)  Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk 

menandatangani NPHD. 

 
(4) Wewenang penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang dikelola PPKD 
sebagai berikut : 

 

a. NPHD dengan nilai hibah sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua 
puluhlima juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Asisten Daerah 

yang membidangi; 
 

b. NPHD dengan nilai hibah di atasRp. 25.000.000,- (dua puluh lima 

juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

 

c. Dihapus; 
 

d. NPHD dengan nilai hibah dariRp. 50.000.000,- (lima puluhjuta 
rupiah) keatas ditandatangani oleh Bupati. 

 
 
 

Pasal II…………. 
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PasalII 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Serang. 

 
 

       Ditetapkan di    Serang     
       pada tanggal 1 September 2015 
 

       Pj. BUPATI SERANG,  

 

                                                 cap ttd 

 

           H U D A Y A 

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 September 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

 

                   cap ttd 

 

        LALU ATHARUSSALAM RAIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR  26 

 

 
 

 
 


